
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALTMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 75 TAHUN zoLo

TENTANG

GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN'

: a. bahwa berdasarkan Peraturan *::,1*-*sehatan
Nomor s i"rr.rrr zAl3 t rrt*rrs strarygl Nasional

Sanitasi Totai geruasis lftasyarakat' maka

diperlukan 
- 
fto*it*"" Pemerintatr- Daerah untuk

meningk"'k; 'k""s 
air minum dan sanitasi dasar

yang berkesinambungan dan berkelanjutan menuju

universal 
"AG; zalg dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2Ot4 tentang

Gerakan Brr"rrg Ait Besar Sembarangan Nol;

b. batrwa untuk memenuhi maksud pada hun:f a

Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan

berbasis masyarakat yarl;terkualitas' sistematis

dan b.ril;;j'l; a'r"* rangka 'mengubah
perilaku *"-vLtJ* .dul"* mendapatkan akses

ierhadaP sanitasi Yang laYak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan -sebagarmana 
di

maksud 
"d,fi rtuiur a d; huruf b Perlu

menetapkan Peraturan Bupati 
-Katingan 

tentang

GerakanBuangAireesarSembaranganNol
(BAsNo);

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah 
-pl"vJat Menular (kmbaran Negara

Republik 
- -t"'aon""ia Tahun 1984 Nomor 20'

TambahanlrmbaranttegaraRepubliklndonesia
Nomor 3273\;

2. lJndrrrrg-Undang Nomor 5 Tahun 2AOZ tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan' Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara' Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau' Kabupaten

Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan

Kabupaten E"tit" Tirnur di Provinsi Kalimantan

Tengah 
-iL;;;"t ltegara Republik Indonesia



Tahun 2OO2 Nomor 18' Tambahan Lembaran

i;;; RePublik Indonesia Nomor 418o1;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbang*-Ii"t""San Anfara.-Pemerintah Pusat

dan p"*rri,'ttf'*' Daerah (Lembaran Negara

Republik rrrJo""*i* Tahun 2AO4 Nomor L26'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a4381;

4. Undang-Undang Nom91 g2 Tahun 2OA9 tentang

Perlindung*i---P""gelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran W"S.'" F"publik,Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 14o, i;;uart"" Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 
- 
36 Tahun 2AO9 tentang

Kesehatan (l,e,iOat"t' Negara Republik Indonesia

Tahun 2AAg Nomor 144' Tambahan Lembaran

Negara Republik Iadonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20fi tentang

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran

Negara ntp..Ltitt Iadonesia Tahun zall Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2AL1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

G*U*t"t, N;g*" Republik Indonesia Tahun 2All
Nomor s2, ifubaha; Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S%al;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan fiaerah ( Lembaran Negarl Republik

Indonesia f*n r" ZOi+ Nomor 244' Tambahan

Lembaran d"U; Republik Ind'onesia Nomor 5587)

sebagaiman" 
-t"t t' diubah beberapa kc'li' terakhir

dengan u;;t-Undanq Nomor I Tahun 2015

tentang peruUJft*t' Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daetah (Lembaran Negara nepuUtit< Jndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Al2

tentang lzir- Lingkungen (Irmbaran Negara

Republik it aott""ii Tahun 2ol2 Nomor 48'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5285);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik ittJ"i.*i" Tahun 2AL6 Nomor 114'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);



MenetaPkan :

l l.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 1 T;h;" zall tentang Rencana

Pembangunu" 
-Jt"gt" 

Irdenengah Daera! Provinsi

Kalimantan i&'f Tahun ZOtO-zOrS (Lembaran

Daerah provinsi-Kalimantan Tengah Tahun z0lt
Nomor 1, T;t;; Lembaran Daerah Provinsi

I(*ti**ttt^t Tengah Nomor 4O);

L2.Perafixxt Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7

Tahun 2o1; 
';"t"'e 

Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan- Nomor 5

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas p""r*ft 
- 

tl,e;baran Daerah Kabupaten

Katingan f"f"'"'-2015 Nomor 53' Tambahan

Lembaran paeraf' Kabupaten Katingan Nomor 24);

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2OO7 tentang Kader Pemberdayaat\

l4.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5-1 Tahun

2AA7 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan

Berbasis MasYarakat;

Ls.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

2OO7 tentang Perencarlaan Pembangunan Desa;

l"6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

tentang S""i"gi- ll"si'onal Sanitasi Total Berbasis

MasYarakat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI I(ATINGAN TENTANG

GERAKAN BUANA AIR BESAR SEMBARANGAN NOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusafl pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

;;;t"* Frr"ip "tot'omi 
seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatue'n RepubliJ< Indonesia

sebagaimana aI*"ft"tta ddam Undang-Undang

O-""# fV"gara Republik Indonesia Tahun1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan fgranSkx-D;;;th 
sebagai unsur Penyelen ggar a Pemerintahan ;

1.

2.



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' yang selanjutnya

disebut ppnO adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai unsur penyelenggaraarl

Penoerintahan daerah;

4. Peraturan Daerah selanjuErya disebut Perda adalah

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah

KabuPaten Katingan;

6. Daerah adalah Kabupaten Katingan;

7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum

yarlg **iii"vd batas-batas wilayah yang

berwenang 
'mengatur dan mengurus uru$an

pemerintahan dan kepentinqT ,Ti:ITk* dalam

.i*t"* Negara Kesatuan Republik Indonesta;

8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan;

g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

KabuPaten Katingan;

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di

singkat SXpn ^{a^t' 
perangkat daetah pada

pemerintah daerah yang 
-terkait langsung dengan

Pengelolaan Ait Vfi"r* d'an Penyehatan Lingkungan

Berbasis MasYarakat;

ll.GerakanBuangAirBesarSembaranganNolyang
selanjutnya--_di"singkatBASN0adalahkebijakan
Pemerintah Daerah untuk mewujudkan- perubahan

perilaku 
- yang higieneis dan saniter dalam

mendapatkln 
-ik*r" 

Lrhadap sanitasi layak dengan

pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) tif t*tiU"tttut' masyarakat dan seluruh

i.**s[" kEPentin garL; /

12. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyetratan

Lingkungan ,""* selanjutnya di 
. 
singkat POKJA

SANITASi ^d"f"f, 
lembi'ga pengelola BASNO di

tingkat KabuPaten;

13.Desa/KelurahanstopBuangAirBesarSembarangan
{sBS} "aJ"t kondisi ketika setiap individu dalam

komunitas tidak buang air besar sembarangan

dengan ttit".i"-""tara lain : semua masyarakat telah

buang air besar hanya di jamban/ Wc-f"f^::l*
termJsuk kotoran bayi, tidak terlihat atau tercrum

tinja manusia di lingkungan sekitar' ada penerapan

sanksi ","" "p"v"" 
f"i" oleh masyarakat untuk

*t""guf, t":"di'i' buang air besar di sembarang

tempat, "a" 
"*"ft"tisme ironitoring umum yang di

buat ol"h masyarakat untuk mencapai 1OO% Kepala

Keluarga mempuny'i san'itasi layak' dan *d" tll-Y:
atau strategi 

-yang jelas untuk dapat mencapal

sanitasi total;



14. Jarrlr:art l WC Sehat adalah jamban/ WC yang

memenuhi standar dan persy uuiu" kesehatan yaitu:

a. Tidak mengakibatkgn terjadinya ' penyebaran

langsung bahan-bahan V""g - terbahavi- *1i
manusia akibat pembuangan kotoran manusra;

b. BA; mencegah vektor perybarya untuk

*"rry"b*';ffitit pada pemakai dan lingkungan

sekitarnYa;

15. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol

(BASNO) Berbasis Masyarakat adalah pemerintah

lembaga 
-iii^, pihak swasta pemerhati dan

masYarakat;

16. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku

masyarakat dalam meningkatkan- akses terhadap

sarana sanitasi yang sehat dan layak;

LT.sanitasidasaradalahsanitasirumahtarLggayang
meliputi sarana buang air besar' sara-na pengelolaan

*^*P*ft dan limbah rumah tangga;

18. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat y-"lg.selanjutnya

di *hgal;* siBM "aJin pendekatan untuk

*"rrguU"tt-"p"tifuft' higienis dan saniter melalui

pemberd";J; ;;ty* aiat den gan metode pemicuan ;

L9. Pemicuan adalah carta untuk mendorong perubahan

perilaku ftigi""" d?t sanitasi individu atau

masyarakai 
- atas kesadaran sendiri dengan

menyentuh perasaan, pola pikT' perilaku dan

kebiasaan individu atau masyarakat;

20.SanitasiTotaladalahkondisiketikasuatukomunitas
tidak buang air besar sembarangan' mencuci tangan

pakain ."Ui",-*engelo1a. "^*p'h 
dengan benar dan

-mengetot i *i minum dan makanan yang afilata'

mengetolJ sampaft dengan benar dan mengelola

tmblh air rumah tangga dengan aman;

21. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang

muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin

untuk p.t 
'U"ftatt 

perilaku secara massal'

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Asas



Pasal2

(1) Gerakan Buang Air -Besa1 
Sembarangan NOL yang

selanjutny'**ai- -i"grt"t -nesno 
aaalatr kebijakan

Pemerintah J*"t"t'"*ntuk mewujudkan perubahan

perilaku ,ili'*ttpi"lt-. dan saniter dalam

mendapatk"' itt*"* terhadap sanitasi layak dengan

pendetataJ--surrit"*i Totai Berbasis Masyarakat

(STBM) yang 
-*"tiO*ttt*rr masyarakat dan seluruh

pemangku kePentingan;

(21 Gerakan BASNO bertujuan :

a. rrr.rr*;;*I ;gk",kemiskinan dan kelaparan

Eizi k;;r'gi ""'?" 
*rtt"'titg (badan-pendek) dari

beruagai*;; 
-yans ai"rtinitl"' oleh penyakit

berbalis fingkungan; dan

b. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit

berbasis lingkungan 
- 
i"*t"*' diare' infeksi

saluranpernafasanakutyangsecaratidak
langsung 

- J*" berdampak pada penurunan

angka kematian'

(3) Gerakan BASNO di selenggarakan secara terpadu

berdasarkan asas :

a. Kelestarian;
b. Kesinambungan;
c. Kemanfaatan umum;
d. KeterPaduan dan keserasian;

e. Keberlanjutan;
f. Keadilan;
g. Kemandirian;
h. Terintegrasi
i. PartisiPatif; dan
j. TransParasi dan akuntabilitas;

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Perencanaan,pengelolaan dan pelaksanaan

b. Tanggung Jawab;
c. Kelembagaan;
d. Peran serta masYrakat;
e. Penghargaan; dan
f. Pembiayaan, pengawasan' evaluasi

pelaPoran.

dan



BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan BASNO

perlu di susun rumusan perencanaan sebagai

p"doman pengelolaan' peiaksanaan d,an pemantauan

serta t""i'"*i yang di seleraskal dengan rencana

p.*urlgutt* j'rr{rt" Menengah Dlgrah Kabupaten

ddam G"t'ltt roadmaP Gerakan BASNO;

(2) Rumusan petencarrzLar,/ roalmaq getakan BASNO

,rrt f.-E"gt* faOupaten sebagaimana di maksud

avat Oi-;f "*"'" otefr pOf'lA SANITASI Kabupaten

dan 'ii -f.ottdinasikan oleh Bappeda Kabupaten

dengan mengacu rumusan perencan aan I toadmap

Provinsi'

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

(1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di lakukan

secara terPadu melalui :

a. PembLrda7aarLmasYarakat;
b. Pelibatan semua Pihak;
c. Pengelola* p""g"tahuan dan pembelajaran; dan

d. Monitoring dan Evaluasi'

tzl Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO

""u"ili**a 
di malisud pada ayat 1r; mengacu pada

Pedoman STBM'

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Gerakan BASNO di lakukan secararr' ;ffi;il6 dan terkoordinasi mulai di tingkat

Provinsi, Kabupatenl Kota, Kecamatan sampai ke

tingkat Desa/ Kelurahan;

(21 Pelaksanaan gerakan .-BASNO sebagaimana di

maksud p*da" ayat (1) di sesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal;

(3.) Pelaksanaan Gerakan BASNO sebagaimana di

maksud p"a" ayat (1) mengacu pada pedoman

pelaksanaan STBM'



BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

tU Pemerintah Kabupaten' Kecamatan' Pemerintahan

Desa/ rautahan,- t"*6tg" mitra dan masyarakat

bertanggunf 
- :"*1b melakukan percepatan

peningtatai p**U*t'"tt. perilaku buang atr besar

sembaran gan menjadi Uuang XI-!::* selalu di

;"r*; "t"n"l 
melalli pendekatan STBM'

t2l Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. Merumuskan, ffi€ngadvokasi ' 
dan

mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan

BASNO pada tingkat Kabupatery - ^--^
b. rvr"mue,i"tt Ti; Gerakan BASNO dan Tim

Verifikasi desa yang telah BASNO tingkat

KabuPaten;
c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian

anggaran gerakan BASIIO pad? setiap tahun

*gguarr- Jesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku;
d. Memfasilitasi rencana' sistem -d1\,mekanisme

p"rrg"foi"* gerakan BASNO tingkat Kabupaten;

e. Men5rusun rumusan perencanaan roadmap

p"trt *"r,^* gerakan BASNO tingkat Kabupaten

dan;
t Mendeklarasikan desa dan kecam aterrr Buang Air

Besar Sembaranga:r Nol (BASNO)/Pt"P Buang Air

Besar *![o;;iurl open Defication Free (oDF ).

(3) Tanggung jaw-a.b pemerintah kecamatan meliputi:

a. Merumuskan, ffiengadvokasi dan

*"rr"o*i"fi*,*itt"tt kebijakan daerah gerakan

BASNO Pada tingtat kecamatan;
b. Membentuk Tim Gerakan BASNO dan Tim

Veri{ikasi Desa yang telah BASNO tingkat

kecamatan;
c. Mengadvokasi peningkatan pengatokasian

"rrgg*Irr-- 
["t"ry" BASNO pada setiap tahun

anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku;
d. Memfasilitasi tetacana' sistem- dan mekanisme

pengelolaan gerakan BASNO di kecamatan;

e. Men5rusun rurnusan perencan1anl roadmap

peUfcsanaan gerakan BASNO tingkat kecamatan;

dan
f. Memfasilitasi desal kelurahan dalam

*"f"f.""" rir;u' gerakan BASNO di wilayah

kecamatan'

(4) Tanggung jawab 
- 
pemerintah Desa/ Kelurahan

sebagairi*t', ai maksud dalam pasal 
-7 ' meliputi :

a. nr*rr"o*iJisasikan kebijakan- dSerah gerakan

BASNO pada tingkat Desa/ Kelurahan;

b. Membentuk Tim Gerakan BASNO pada tingkat

Desa/ Kelurahan;



c. Mengalokasikan anggaran gerakan BASNO

melalui ,rgg"t"" A"y pada - setiap tahun

anggaran *"*u"i prosedur dan ketentuan yafig

berlaku;
d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme

p"rrgetot;;gerakan BASNO di Desa/ Kelurahan;

e. Mem BASNO kan atau meng ODF kan Desa/

Kelurahan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Gerakan BASNO

Pasal 9

(1) Dalam rangka p-"tt1p^?$r pelaksanaan gerakan\-, 
BASN. ai "uentut< pbrue se*tnsl di Tingkat

KabuPaten;

D) POK.IA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayatt't 
iU 

^t ,ffi; dasi Lrnsur *KPD' mitra swadaya

masyarakat, *t**an tinggi serta.tokoh masyarakat

p"Jrfi air minum d'an penyehatan lingkungan;

t3) POKJA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayat

(U *"*pr"y*i fungsl rybagai wldah koordinatif

antara SKPD'J*, p*Langk* Lepentingan lainnya di

tingkat KabuPaten;

(4) POKJA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayat
t '' (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan'

pelaksanaai dan eialuasi pelaksanaan gerakan

geSNO di tingkat KabuPaten;

(5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayatt-' 
tri ai ti"ght r"Uupa6n/ Kota di tetapkan dengan

KePutusan BuPati'

Bagran Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 1O

(1) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO di lakukan

dengan memaksinrilkan fungsikan koordinasikan

;;; pihak baik di tingkat Kabupaten' kecamatan

dan desal kelurahan;

t2\ Penguatan kelembagaan BASNO sebagaimana di,-' 
mallsud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
b. Akuntanbilitas proses pembangunan;
c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;

d. Penerapan prinsip pemulihan biaya;

e. n *g"rrlU"rg* 
-kelembagaan, peraturanr dan

penlndang-irndangan dalam penerapan gerakan

BASNO;



f. Peningkatan kemarnpuan lembaga Pengelola

Gerakan BASNO;
g. Pengemb""g"" pendanaan untuk gerakan BASNO

arri n",ufril"'fiu"i a"t'" secara optimal; dan

h. PrinsiP;;tt; dalam gerakan BASN0;

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 11

(1) Masyarakat berperan -sefa 
dalam peren€anaan dan

pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan BASNO

dalam bentuk :

a. Natural Leader berPeran
perubahan Perilaku buang

sebagi fasilitator
air besar di

(21

komunitasoya;
b. Monitoring p"t"Uthan perilaku buang air besar

c. Meningk a*;;;"'gg; sanitasi melalui rnrira usaha

sanitasi; dan
d. Berperan dalam men5rusun kebijakan terkait

p"tit*t , buang air besar di komunitasnya'

Tata catr- peran serta masyarakat sebagaimana di

maksud pada iy^t (1) ai iatcutcan sesuai dengan

prosedur y*g-'di ierapkan di dalam pedoman

pelaksanaan STBM'

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 12

Bupati memberikan penghargaan kepada' Desa/

Kelurahan dan Kecamata':n yartg berhasil

meningkatk* 
-- 

*k"t* sanitasi. yang 
-]1I* 

di

komunitas masyarakat dan telah mencapai status

BABS No1 (BASNo);

Pemberian penghargaan sebagaimana di maksud

pada aYat (1i bertujuan untuk :

a. Meningkatkan 
" komitmen dalam ran;gka

kesinambungan gerakan BASNO;

b. Percepatan 
" tcoidisi BASNO di Kabupaten

Katingan dan ; targetc. Mendukung percepatan pencapalan-

rencana pembangunan langka menengah daerah

dan milenium d'evelopmeni goals serta universal

akses 2OL9-

Tata cara, persyaratan dan bentuk pengfiargaan

sebagaim*u ij-it "ksud 
pada ayat [] di atur lebih

fanju-t dalam roadmap gerakar. BASNO'

(1)

(2'

(3)



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan

BASNO di tetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan

noffna **"ili?tao*"" dan kriteria yang berlaku;

t2) Teknis pembiayaan gerakan BASNO'meliputi :

a. BiaYa Perencanaan;
b. BiaYa oPerasional;
c. BiaYa Plningkatgan kaPasitas;

d. Biaya Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran

dan;
e. Biaya pemantauan' evaluasi dan pembetdayaan

masYarakat'

(3) Sumber dana sebagaimana di maksud pada ayat (1)

bersumber dari anggaran pendaqatg'n 
. 
dan belanja

negara, ",'gg** 
pei?apatan dan belanja Kabupaten

serta "r*U?J*i" 
y^'Ssah dan tidak mengikat'

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten

melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

gerakan ge5No" ai tingkat Kabupaten' kecamatan

dan Desal Kelurahan;

(2) Evaluasi sebagaimana .dimaksud 
pad'a ayat (U di

laksanakaliaia ;"dikit 2(dua) kali dalam setahun.

Pasal 1"5

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO

sebagaimrrr" [-**tt*t'a dalam pasal 74 dilakukan

melalui :

a.Pemantauanprosesdankemajuanpelaksanaan
serakan BASNO;
ftengontrol kualitas;
Pemantau an kiietja pelaksana gerakan BAS-NO; dan

b"J."-i dampak pelaksanaan gerakan BASNO'

Pasal 16

(1) Bupati melalui POKJA sanitasi menyampaikan

laporan p"fJ-t"" aar_ ge'akan BASNO kepada POKJA

sANttnsl Provinsi;

t2) Gubernur melalui POKJA SANITASI melaporkan

pelaksanaan kegiatan 
- 

gerakan BASNO Kepada

Kementeri"t t<t""I'atan Republik Indonesia;

t3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1)

meliPuti:

b.
c.
d.



a. LaPoran Triwulan;
b. LaPoran Semester; dan
c. LaPoran Tahunan'

(4) Laporan sebagaimql di maksud pada ayat (3) di

jadikan U"ft-u'i pembinaan lebih lanjut pelaksanaan

gerakan BASNO'

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8-ll-zor6

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggalS-11-eo16

DAERAH
KATINGAN,

BERITA DAERAH
NOMOR.3.17

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AT6

H. AHMAD YANTENGLIE

NIKODEMOS


